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INTISARI

Tanah mempunyai arti strategis bagi manusia, karena sabagai salah satu sumber
utama penghidupan dan kehidupan. Di atas tanah kita berpijak, bertempat tinggal, hidup
dan bercocok tanam, serta membangun semua yang menyangkut kehidupan dan
penghidupan, baik sebagai perorangan maupun dalam hidup bermasyarakat. Lebih dari
itu tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Manusia dalam memenuhi
kebutuhan hidup dan penghidupannya, tidak dapat lepas hubungan dan pertalianya
dengan tanah. Dimanapun dan kapanpun serta dalam hal apapun manusia sangat
memerlukan tanah. Secara nyata tanah merupakan sumber daya alam yang terbatas dan
tidak dapat diperbaharui (Non reneweable resources).

Keterbatasan luas tanah menuntut dalam penggunaan dan pemanfaatannya harus
secara optimal, serasi dan seimbang serta adil, tetapi kenyataan di lapangan sangat ironis
dimana disatu sisi sekelompok masyarakat membutuhkan tanah sangat sulit tetapi di sisi
lain kelompok masyarakat mendapatkan tanah sangat mudah dan luas, tetapi tidak
digunakan atau dimanfaatkan secara baik, bahkan dibiarkan terlantar. Tanah terlantar
secara fisik hanya ditumbuhi semak belukar dan terletak ditempat yang strategis yaitu
dipinggir jalan raya. Keadan ini sangat bertentangan dengan fungsi sosial dari pada tanah
tersebut dalam mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Meskipun pemerintah telah mengeluarkan perangkat peraturan yang mengatur
tentang tanah terlantar, namun secara operasional belum ada realisasi penerapanya.
Sehinga sampai saat ini belum bisa diterapkan dengan tegas maka dalam penertiban
tanah terlantar harus diketahui terlebih dahulu yang jadi penyebab dan bagai mana cara
upaya dalam mengatasinya :

1. Faktor apa yang jadi penyebab terjadinya tanah terlantar di suatu daerah ?

2. Upays-upaya apa yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten

Karawang dalam pelaksanaan penertiban tanah terlantar 7

Mempergunakan metode deskriptif penyususun menuangkan hasil penelitian
mengenai faktor penyebab terjadinya tanah terlantar ini. Data yang diperoleh berupa hasil
wawancara dengan pemegang hak atau yang menguasai tanah, Kepala desa dan Kepala
Kantor Pertanahan (Data Primer). Serta data penunjang lainnya (Data Skunder). Data
primer yang diperoleh dari penelitian ini diolah dengan mengelompokan data kedalam
bentuk tabel kemudian dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif dimana hasil
analisis diuarikan dengan menggunakan kalimat-kalimat dan dihubungkan dengan data
sekunder, sehingga dapat terlihat keterkaitanya secara nyata .

Sebagai hasil penelitian dimana diketahui bahwa faktor penyebab terjadinya tanah
terlantar yang dominan adalah adanya kekurangan modal atau dana (55,00%), sehingga
pemegang hak atas tanah atau yang menguasai tanah belum bisa menggunakan atau
memanfaatkan tanahnya sesuai dengan peruntukannya. Selain itu diketahui adanya
kecenderungan tanah tersebut dijadikan sebagai tabungan/investasi (25,00%). Kantor
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Tanah mempunyai arti strategis bagi manusia, karena sebagai salah satu
sumber utama penghidupan dan kehidupan. Di atas tanah kita berpijak, bertempat
tinggal, hidup, dan bercocok tanam, serta kita membangun semua yang menyangkut
kehidupan dan penghidupan, baik sebagai orang perorangan maupun dalam hidup
bermasyarakat, lembaga dan organisasi. Lebih dari itu bahwa sesungguhnya tanah
merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa.

Manusia dalam memenuhi kebutuhan di dalam menjalankan kehidupan serta
penghidupannya, tidak dapat dilepaskan hubungan dan pertaliannya dengan tanah.
Jadi dimanapun dan kapanpun serta dalam hal apapun manusia sangat memerlukan
tanah .

Dapat kita ketahui bahwa setiap pembangunan akan memerlukan tanah baik
sebagai faktor produksi maupun sebagai sarana produksi, maka kebutuhan akan tanah
dari waktu ke waktu semakin meningkat. Seiring dengan meningkatnya pelaksanaan
pembangunan diberbagai sektor dan pertumbuhan penduduk yang tinggi, serta
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat, hal ini sangat
berpengaruh terhadap meningkatnya kebutuhan manusia, baik secara kuantitas
maupun kualitas. Dalam pemenuhan semua kebutuhan itu secara langsung maupun

tidak langsune sangat berkaitan erat dengan tanah.



Mengingat pentingnya peranan tanah dalam kehidupan manusia, tetapi secara
nyata bahwa tanah merupakan sumber daya alam yang terbatas dan tidak dapat di
perbaharui ( Non reneweable resourches ). Terbatasnya sumber daya tanah, maka
dalam pemanfaatan, penggunaan dan peruntukanya harus secara adil dan seoptimal
mungkin serta menjaga kelestarianya. Agar dapat memberikan kesejahteraan bagi
seluruh rakyat.

Dikaitkan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu
menetapkan bahwa bumi air dan ruang angkasa termasuk kekayaan yang terkandung
di dalamnya, dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat. Berpangkal dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945
tersebut, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), berpendirian bahwa untuk
mencapai apa yang ditetapkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945
tersebut bahwa kewenangan Negara terhadap tanah merupakan kewenangan tertinggi
untuk :

a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persedian dan
pemeliharaannya ;
b. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat di punyai atas (bagian dari
bumi) air dan ruang angkasa itu ;
c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antar orang-orang
dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, ruang angkasa,
Kewenangan Negara tersebut bertujuan untuk mencapai sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat dalam rangka mencapai masyarakat adil dan makmur (Pasal 2

ayat (2) dan ayat (3) UUPA)



terbalik, di mana masih banyak tanah yang belum dimanfaatkan sama sekali dan
bahkan dibiarkan begitu saja atau dengan kata lain adalah tanah terlantar.

Kenyataan atau realitas tersebut sangat bertentangan dengan kebijaksanaan
pertanahan, yang tertuang dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara
(GBHN), pada bab IV butir 16 menyatakan bahwa :

Mengembangkan kebijaksanaan pertanahan untuk meningkatkan pemanfaatan

dan penggunaan tanah secara adil, transparan, dan produktif dengan

mengutamakan hak-hak rakyat setempat, termasuk hak ulayat dan masyarakat
adat, serta berdasarkan tata ruang wilayah yang serasi dan seimbang.

Kebijaksanaan pertanahan pada dasarnya, diarahkan untuk melanjutkan
kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahap - tahap sebelumnya antara
lain : melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan dan penggunan tanah.
Termasuk pengalihan hak milik atas tanah, yang dapat menciptakan kondisi
penguasaan dan penggunan tanah yang bermanfaat, guna mewujudkan keadilan dan
kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hal ini tertuang dalam program Penataan Pertanahan dalam Pembangunan
Lima tahun ke VII (Repelita VII) yang tecantum dalam ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : I/MPR/1998 tentang Garis-
Garis Besar Haluan Negara (GBHN) pada bab IV bagian (f) butir 19 memuat hal

sebagai berikut :

Pembangunan pertanahan bertujuan untuk memasyarakatkan tanah secara
terpadu antara berbagai sektor pembangunan melalui penataan kepemilikan,



tanah, fungsi sosial hak atas tanah, batas maksimum kepemilikan tanah
khususnya tanah pertanian termasuk berbagai upaya lain untuk mencegah
pemusatan penguasaan dan penelantaran tanah. Pengembangan sistem
informasi pertanahan yanng transparan ditujukan sebagai upaya dalam
memberikan arahan pemanfaatan tanah bagi pembangunan yang sesuai
dengan potensi dan daya dukung tanah.

Program pertanahan tersebut, masih banyak menemui hambatan dan
permasalahan. Baik dari segi penerapan peraturan perundangannya maupun kesiapan
pelaksana di daerah.

Pemerintah telah menetapkan perangkat peraturan mengenai upaya bagi
penertiban dan pendayagunaan tanah-tanah terlantar, yaitu Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 36 tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar,
namun penanganan terhadap tanah-tanah terlantar di Kabupaten Karawang mas:h
belum dilaksanakan secara tegas berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut.

Dikeluarkanya Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1998 yaitu upaya dalam
melakukan penertiban dan pemanfaatan tanah terlantar, tetapi kenyataan di lapangan
masih banyak terjadi tanah terlantar. Sehingga perlu dicari akar permasalahan atau
faktor penyebab terjadinya tanah terlantar.

Berdasarkan uraian di atas penulis merasa tertarik untuk mengadakan
penelitian guna menyusun skripsi dengan judul : FAKTOR PENYEBAB
TERJADINYA TANAH TERLANTAR DI KABUPATEN KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT.

1. Rumusan Masalah
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tempat budidaya maupun non budidaya, hal ini disebabkan keberadaan tanah sebagai
gejala geogerafi. Dimana tanah mempunyai variasi topografi dan ketinggian yang
beraneka ragam.

Sejalan dengan hal tersebut maka tanah mempunyai fungsi yang strategis bagi
modal dasar pembangunan. Kenyataan ini menunjukan posisi tanah yang penting,
baik karena jumlah luas terbatas, sementara kebutuhan meningkat. Sehingga menjadi
penyebab timbulnya masalah pertanahan yang kompleks, dapat diambil satu contoh
masalah pertanahan yaitu banyak penguasaan tarah yang luas tetapi tidak digunakan
atau dimanfaatkan, sehingga tanah tersebut jadi terlantar. Dengan adanya tanah
terlantar, Pemerintah mengambil suatu kebijaksanaan yang berbentuk suatu peraturan
perundangan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban
dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, tetapi dalam kebijaksanan tersebut belum
menunjukan kriteria faktor penyebab terjadinya tanah terlantar.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis mengambil rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya tanah terlantar ?
b. Upaya-upaya apa yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang dalam

melaksanakan penertiban tanah terlantar ?

2. Batasan Masalah

Mengingat luasnya aspek yang berkaitan dengan tanah terlantar dan kriteria



tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Maka perlu memberikan

batasan-batasan masalah dalam penelitian ini. Batasan-batasan tersebut adalah :

a. Tanah terlantar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tanah yang
diterlantarkan oleh pemegang hak atas tanah, pemegang hak pengelolaan atau
pihak yang memperoleh dasar penguasaan atas tanah tetapi belum memperoleh
hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Mengingat belum adanya kriteria jangka waktu yang baku tentang tanah itu
dinyatakan terlantar, maka penulis mengambil batasan waktu 3 tahun atau lebih
setelah perolehan tanahnya.

¢. Tanah terlantar yang jadi objek penelitian ini, dasar perolahan tanahnya dari surat
keputusan izin lokasi.

d. Tanah terlantar yang jadi objek penelitian mengacu pada keadaan fisik di
lapangan yaitu tanahnya tidak dipergunakan/tidak dimanfaatkan sehingga berupa
tanah kosong yang ditumbuhi rumput dan semak belukar atau ada pemanfaatan
tetapi tidak sesuai dengan peruntukanya.

e. Tanah terlantar dalam penelitian ini, dikuasai atau pemegang haknya adalah

badan hukum (Perseroan Terbatas).

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a  Untuk meneetahui faktor vane menvebabkan terjadinya tanah terlantar di



BABYV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Dalam pelaksanan penelitian tentang faktor penyebab terjadinya tanah terlantar
diperlukan kemauan kesabaran dan kerja keras, karena banyak kendala dan kesulitan
yang dihadapi di lapangan. Kendala dan kesulitan itu antara lain : belum adanya langkah
operasional atau mekanisme dari penerapan perangkat peraturan mengenai tanah
terlantar, jauhnya alamat pemegang hak atau yang menguasai tanah terlantar tersebut
serta kurang terbuka dan sulit untuk ditemuinya para pemegang hak atau yang menguasai
tanah terlantar dengan berbagai alasan.
Berdasarkan fakta dan temuan di lapangan serta hasil pembahasan dan analisis
pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1. Yang jadi faktor penyebab terjadinya tanah terlantar di Kabupaten Karawang adalah:
a. Kekurangan modal atau belum adanya dana, sehingga para pemegang hak atau
yang menguasai tanah belum mampu atau bisa memanfaatkan tanahnya.
b. Adanya Kecenderungan tanah yang dikuasai hanya dijadikan scbagai tabungan
atau investasi.
c. Adanya status tanah dalam sengketa penguasaan dan adanya proses peralihan
penguasaan atas tanah yang belum terselesaikan, sehingga tanah tersebut tidak

dapat digunakaan/dimanfaatkan sesuai dengan tujuan dari pada haknya.
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2. Upaya mengenai penertiban dan pendayagunan tanah terlar\ltax yang dilaksanakan
oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang. Baru pada tahap pendataan dan
inventarisasi yang dilaksanakan pada tanah - tanah yang diperoleh dengan izin lokas,
yaitu dengan cara monitoring terhadap perolehan dan penggunaan serta pemanfatan
tanahnya. Tetapi upaya ini belum berhasil secara optimal karena dihadapkan pada
beberapa kendala yang di hadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang yaitu
tidak adanva biaya operasional, belum terbentuknya mekanisme yang baku, tidak
adanya sanksi yang mengikat terhadap pihak pemegang izin lokasi serta tidak

terpantaunya penyebaran tanah terlantar secara umum .

B. Saran-Saran

1. Perlu segera dilaksanakan pendataan dan inventarisasi terhadap tanah terlantar
secara keseluruhan sebagaimana yang diatur dan ditetapakan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998, tidak hanya terbatas pada bidang tanah yang
perolehanya melalui izin lokasi saja.

2. Perlu secepatnya dibentuk suatu mekanisme yang baku yaitu tentukan dulu
definisi yuridis yang jelas tentang tanah terlantar, selanjutnya kelompokan tanah
terlantar hasil pendataan sesuai dengan faktor penyebab terjadinya. Kemudian
Kantor Pertanahan secepatnya mengambil tindakan penertiban dan tindakan
prefentif/pencegahan, karena bila tidak bertindak cepat proses penelantaran tanah

akan semakin tinggi dan meluas.
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berkesinambungan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1998
tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar serta melaksanakan
pemanfaatan tanah-tanah terlantar yang kosong, sebagaimana diatuar dalam
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3
Tahun 1998 tentang Pemanfaatan Tanah Kosong untuk Tanaman Pangan.

4. Mengingat faktor yang jadi penyebab terjadinya tanah terlantar  yang
dikuasai/diperoleh dengan izin lokasi di Kabupaten Karawang adalah karena
kekurangan modal atau belum adanya dana, dalam pemanfaatan tanah sesuai
dengan peruntukannya. Maka dalam menerbitkan keputusan izin lokasi perlu
adanya penilaian bonaviditas terhadap pemohon izin lokasi tersebut.

5. Banyak terjadinya tanah terlantar yang diperoleh dengan izin lokasi, diakibatkan
karena dalam pemberian izin lokasi dan bahkan dalam peraturan mengenai
pemberian izin lokasi tidak ditegaskan mengenai sanksi terhadap pemegang izin
lokasi yang melakukan penelantaran tanah yang dikuasainya. Sehingga perlu
ditegaskan sanksi yang mengikat yaitu pembatalan surat keputusan izin lokasinya

6. Dilihat dari status hak atas tanah, bahwa tanah terlantar banyak yang belum
bersertipikat dan faktor penyebabnya adalah kekurangan modal. Maka untuk
mencegah terjafiinya tanah terlantar dimasa yang akan datang harus ditetapkan
kepada pemegang izin lokasi untuk sesegera mungkin melakukan proses hak atas
tanahnya, karena surat tanda bukti hak/sertipikat dapat dijadikan sebagai sumber

rmodal dalam pemanfaatan tanah tersebut dengan minta kredit pada bank dengan
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